ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN BERDASARKAN PSAK 






2.1  Pengertian Pembiayaan (Akad) 
Akad dalam bahasa Arab „al-„aqad, jamaknya al-„uqud, berarti ikatan atau 
mengikat (al-rabth). Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian 
antara penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dibenarkan oleh syariah, 
yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (Ghufron Mas‟adi, 2002). 
Menurut Abdul Razak Al-Sanhuri dalam Nadhariyatul „aqdi, akad adalah 
kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum 
yaitu konsekuensi hak dan kewajiban, yang mengikat pihak-pihak yang  terkait 
langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut. (Ghufron Mas‟adi, 
2002). 
Akad yang sudah terjadi (disepakati) harus dipenuhi dan tidak boleh 
diingkari. “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji (akad) mu.....” (QS 
5:1) 
2.1.1 Jenis Akad  
Akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fikih muamalat 
membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni akad tabarru’ dan akad 
tijarah/mu’awadah. 
1. AKAD TABARRU’ (gratuitous contract) adalah perjanjian yang 
merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba 
(transaksi nirlaba). Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong 
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dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru‟ berasal dari kata birr dalam 
bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad tabarru‟, pihak yang 
berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun 
kepada pihak lainnya karena ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah 
SWT dan bukan dari manusia. Namun, tidak mengapa bila pihak yang 
berbuat kebaikan tersebut meminta sekedar menutupi biaya yang 
ditanggung atau dikeluarkan untuk dapat melakukan akad tabarru‟ 
tersebut, sepanjang tidak mengambil laba dari akad tabarru‟ itu (Nurhayati 
dan Wasilah, 2013: 57) 
Ada 3 bentuk akad tabarru‟: 
a. Meminjamkan Uang 
Meminjamkan uang termasuk akad tabarru‟ karena tidak boleh 
melebihkan pembayaran atas pinjaman yang kita berikan, karena setiap 
kelebihan tanpa „iwad adalah riba. Ada minimal 3 jenis pinjaman, yaitu: 
1) Qardh: merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan 
apa pun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka 
waktu tertentu. 
2) Rahn: merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan 
dalam bentuk atau jumlah tertentu. 
3) Hiwalah adalah bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih 




b. Meminjamkan Jasa  
Meminjamkan jasa berupa keahlian atau keterampilan termasuk akad 
tabarru‟. Ada minimal 3 jenis pinjaman yaitu: 
1) Wakalah: memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini 
untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain. Pada konsep ini 
maka yang kita lakukan hanya atas nama orang tersebut. 
2) Wadi‟ah: merupakan bentuk turunan akad wakalah, di mana pada 
akad ini telah dirinci/ didetailkan tentang jenis pemeliharaan dan 
penitipan. Sehingga selama pemberian jasa tersebut kita juga 
bertindak sebagai wakil dari pemilik barang. 
3) Kafalah: juga merupakan bentuk turunan akad wakalah, di mana 
pada akad ini terjadi atas wakalah bersyarat (contingent wakalah). 
c. Memberikan Sesuatu 
Dalam akad ini, pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada 
minimal 3 bentuk akad ini: 
1) Wakaf: merupakan pemberian dan penggunaan pemberian yang 
dilakukan tersebut untuk kepentingan umum dan agama, serta 
pemberian itu tidak dapat dipindahtangankan. 
2) Hibah, shadaqah: merupakan pemberian sesuatu secara sukarela 
kepada orang lain. Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013: 58) 
akad tabarru‟ tidak bisa dipindahkan menjadi akad tijarah, dan 
tidak juga bisa digunakan untuk memperoleh laba. Karena 
sifatnya yang khas seperti itu.  
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2. Akad Tijarah (compensational contract) menurut Nurhayati dan Wasilah 
(2013: 58) merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh 
keuntungan. Dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, akad ini dapat dibagi 
2, yaitu: 
a. Natural Uncertainty Contract: merupakan kontrak yang diturunkan 
dari teori pencampuran, dimana pihak yang bertransaksi saling 
mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu, kemudian 
menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. 
Oleh karena itu, kontrak ini tidak memberikan imbal hasil yang pasti, 
baik nilai imbal hasil (amount) maupun waktu (timing). Contoh yang 
termasuk dalam kontrak ini adalah: musyarakah termasuk didalamnya 
mudharabah, muzaraah, musaqah dan mukhabarah. 
b. Natural Certainty Contract: merupakan kontarak yang diturunkan 
dari teori pertukaran, dimana kedua belah pihak saling 
mempertukarkan aset yang dimiliknya, sehingga objek pertukarannya 
(baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan 
pasti tentang jumlah (quantity), mutu (quality), harga (price), dan 
waktu penyerahan (time delivery). Dalam kondisi ini secara tidak 
langsung kontrak jenis ini akan meberikan imbal hasil yang tetap dan 
pasti karena sudah diketahui ketika akad. Contoh akad ini adalah: 
akad jual beli (baik penjualan tunai, penjualan tangguh, salam dan 




2.1.2 Rukun dan Syarat Akad 
Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013: 58) rukun dan syarat sahnya suatu 
akad ada (3) tiga, yaitu: 
1. Pelaku yaitu para pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli, 
penyewa dan yang menyewakan, karyawan dan majikan, shahibul maal dan 
mudharib, mitra dengan mitra dalam musyarakah dan lain sebagainya). 
Untuk pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat yaitu orang yang 
merdeka, mukalaf dan orang yang sehat akalnya. 
2. Objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan 
dilakukannya suatu transasksi tertentu. Objek jual beli adalah barang 
dagangan, Objek mudharabah dan musyarakah adalah modal dan kerja, 
Objek sewa-menyewa adalah manfaat atas barang yang disewakan dan 
seterusnya. 
3. Ijab kabul merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan 
mereka saling ridho. Tidak sah suatu transaksi apabila ada salah satu pihak 
yang terpaksa melakukannya (QS 4:29), dan oleh karenanya akad dapat 
menjadi batal. Dengan demikian bila terdapat penipuan (tadlis), paksaan 
(ikhrah) atau terjadi ketidaksesuaian objek akad karena kesemuanya ini 
dapat menimbulkan ketidakrelaan salah satu pihak maka akad dapat menjadi 
batal walaupun ijab kabul telah dilaksanakan.   
2.2 Pengertian Qardhul Hasan  
Qardhul hasan berasal dari kata qard, menurut Ali dan Muhdlar (1996) 
dalam Burhanudin (2012) bahwa secara etimologi kata qard berasal dari qa-ra-da 
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yang berarti memotong. Kemudian dijelaskan oleh Muslich (2010) dalam 
Muqarrabin (2012) bahwa qard diartikan demikian karena orang yang 
memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada 
orang yang menerima utang (muqtaridh). Istilah al-qardh, menurut bahasa Arab 
berarti pinjaman. 
Secara istilah al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang 
dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa 
mengharapkan imbalan (Antonio, 2013: 131). Lebih lanjut Antonio dengan 
mengutip asy-Syarbasyi bahwa dalam literatur fikih klasik, qardh dikategorikan 
dalam aqad tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.  
Pengertian qardh menurut Dewan Syariah Nasional nomor 19/DSN-
MUI/IX/2000 tertanggal 09 April 2001 menyebutkan bahwa al-qardh adalah 
suatu pinjaman kepada nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya 
kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh 
LKS dan nasabah. Menurut Wiroso (2011: 360) mengutip Bank Indonesia dalam 
Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah bahwa qardh adalah suatu akad 
pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima.   
Pengertian Qardhul Hasan menurut Nurhayati dan Wasilah (2013: 259) 
qardhul hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar 
pokok utangnya). Antonio (2013: 133) menyebutkan dalam perbankan produk 
qardh biasanya diterapkan sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat 




Dari pengertian yang disebutkan diatas bahwa qardhul hasan peminjaman 
kepada pihak yang membutuhkan (nasabah) dan ketika pengembalian jumlah 
yang dikembalikan sesuai dengan modal pinjaman tanpa adanya tambahan atau 
mengharapkan imbalan dengan prinsip ta‟awun (tolong-menolong). Qardhul 
hasan bertujuan membantu kepada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki 
kemampuan finansial untuk tujuan sosial. 
2.2.1 Landasan dan Hukum Qardhul Hasan  
Dalil yang menguatkan keputusan ulama yang memperbolehkan transaksi 
qardh yang dijelaskan Antonio (2013: 131) bahwa transaksi qardh dibolehkan 
oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majjah dan ijma ulama. Menurut 
Solehudin, Auliyah dan Zuhdi (2014) menyatakan bahwa para ulama telah 
menyepakati Qardhul Hasan boleh dilakukan hal ini didasarkan pada tabiat 
manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Karena 
tidak semua manusia memiliki barang yang dibutuhkannya maka pinjam-
meminjam merupakan bentuk cara manusia untuk bernuamalah pada sesamanya 
di muka bumi ini dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap 
kebutuhan umatnya. 
1) Al-Qur‟an 
Seperti dalam firman Allah yang telah digambarkan secara umum 
mengenai pinjam meminjam, yang terdapat dalam surat QS. al-Hadid: 11: 
                               
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Artinya: “ siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang 
baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, 
dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. al-Hadid: 11) 
Makna dari firman Allah SWT ini menjelaskan bahwa sebagai hamba 
Allah SWT, Allah menyeru untuk mebelanjakan harta di jalan-Nya. Sehingga 
manusia harus meyakini bahwa memberikan pinjaman kepada sesama 
manusia karena Allah maka sama maknanya dengan membelanjakan harta di 
jalan-Nya. Karena rezeki setiap manusia adalah sebuah titipan dari Allah 
SWT dan sebagiannya merupakan hak orang lain yang wajib diberikan 
dengan cara yang baik. Dalam firman Allah yang lain, surah al-Baqarah ayat 
245 juga menjelaskan makna yang sama dengan surah di atas.  
Selanjutnya, dalam fatwa DSN nomor 19/DSN-MUI/IV/2011 tentang al-
qardh, memberikan landasan yang kuat berdasarkan al-Qur‟an, yaitu sebagai 
berikut: 
                                    
  
Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka 
berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian 




Pada firman Allah SWT surah al-Baqarah ayat 280 memikili makna 
bahwa ketika dalam transaksi pinjam-meminjam jika peminjam belum mampu 
melunasi utangnya maka berilah tangguh atau tenggang waktu sesuai dengan 
kesepakatan kapan utang tersebut dapat dilunasi. Namun Allah SWT 
menegaskan bahwa akan lebih baik jika pemberi pinjaman menyedekahkan 
atau merelakan utang tersebut jika benar diketahui peminjam tidak mampu 
melunasi hutangnya. Sebab menyedekahkan harta di jalan Allah SWT akan 
mendapatkan imbalan dan pahala yang banyak di sisi-Nya. 
2) Al-Hadist 
Hadist adalah pedoman umat muslim setelah al-Qur‟an yang merupakan 
sunnah Rasulullah berupa segala bentuk sikap, perkataan dan diamnya 
Rasulullah SAW. Karena perkataan,sikap dan diamnya Rasulullah adalah 
cerminan al-Qur‟an. Antonio (2013: 132) menjelaskan bahwa hadist yang 
berkaitan dengan qardh, yaitu sebagai berikut: 
Ibnu Mas‟ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. Berkata, “bukan seorang 
muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang 
satunya adalah (senilai) sedekkah.” (HR Ibnu Majah no. 2421, kitab al-
Ahkam: ibnu Hibban dan Baihaqi) 
Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “Aku melihat pada 
waktu malam di-isra‟-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh 
kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya: “Wahai Jibril, 
mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab: “karena peminta-
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minta sesuatu dan ia punya, sedangkan ia meminjam tidak akan meminjam 
kcuali karena keperluan.” (HR Ibnu Majah no. 2422, kitab al-Ahkam, dan 
Baihaqi) 
Dari hadist tersebut menjelaskan bahwasanya sangat utamanya saling 
tolong menolong diantara sesama, begitu pula pada akad Qardhul Hasan, 
karena Qardhul Hasan merupakan akad pinjaman yang dapat membantu 
orang lain dari kesusahan, karena dengan peminjaman tersebut orang lain akan 
merasa lebih ringan untuk menghadapi masalah keuangannya, dan niscaya 
pemberi peminjaman akan mendapatkan balasannya yaitu janji Allah yang 
akan memberikan kemudahan bahkan secara tegas akan melepaskan 
kesusahannya dihari kiamat kelak (Solehudin, Auliyah dan Zuhdi: 2014) 
3) Ijma‟ 
Menurut Antonio (2013: 132-133) bahwa para ulama telah menyepakati 
bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat 
manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. 
Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh 
karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di 
dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memeperhatikan segenap 
kebutuhan umatnya. 
Dari penjelasan di atas mengenai landasan syariah mengenai Qardhul 
Hasan bahwa pinjaman baik adalah pinjaman yang dilakukan karena Allah 
SWT untuk membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Ini 
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adalah cara kita sebagai manusia bermu‟amalah hubungan yang bersifat 
horizontal yaitu hubungan antara sesama manusia. Prinsip saling tolong 
menolong ini sesuai dengan transaksi Qardhul Hasan sebagai akad tabbarru‟. 
Selain dasar hukum dari Al-quran dan sunnah Rasulullah qardh juga  
diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang 
Qardhul Hasan. 
 Dewan Syariah Nasional menimbang :  
1. Bahwa lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga 
sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal; 
2.  Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat 
dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip al-Qardh, 
yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa 
nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS 
pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. 
3. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari‟ah Islam, DSN 
memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad al-Qardh untuk 
dijadikan pedoman oleh LKS. 
Menetapkan FATWA TENTANG AL- QARDH 
1. Ketentuan Umum Qard 
a. Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah 
(muqtarid) yang memerlukan. 
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b. Nasabah qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang 
diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. 
c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.  
d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana 
dipandang perlu.  
e. Nasabah qard dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan 
sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.  
f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh 
kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah 
memastikan ketidak mampuannya LKS dapat:  
1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau  
2) Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.  
2. Sanksi  
a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan 
mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan 
karena ketidakmampuannya. LKS dapat menjatuhkan sanksi 
kepada nasabah.  
b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud 
butir 1 dapat berupa penjualan barang jaminan.  
c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus 





3. Sumber Dana Qard Dapat Bersumber Dari:  
a. Bagian modal LKS  
b. Keuntungan LKS yang disisihkan  
c. Lembaga lain atau individu mempercayakan penyaluran 
infaqnya kepada LKS.  
4.  
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.  
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan 
jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah 
dan disempurnakan sebagaimana mestinya 
2.2.2 Rukun dan Syarat Qardhul Hasan 
Menurut Nurul dan Mohamad (2010: 62) hal yang terkait dengan al-
Qardh: 
1. Rukun Al-qardh  
a. Muqridh (pemilik barang) 
b. Muqtaridh (yang mendapatkan barang atau pinjaman) 
c. Ijab kabul; dan 




2. Syarat sah Al-qardh  
a. Qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang 
memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan 
pemanfaatan, karena qardh adalah akad terhadap harta. 
b. Akad qardh tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan 
qabul, seperti halnya dalam jual beli. 
3. Hukum Al-qardh 
a. Qardh menghasilkan penetapan pemilikan. Jika seseorang 
meminjamkan sebuah mobil, muqtaridh berhak untuk 
menyimpan, memanfaatkan, serta mengembalikannya di 
kemudian hari jika muqridh ingin mengalihkan pengembalian 
barang, kepemilikan bisa berubah dari muqridh kepada 
muqtaridh. 
b. Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad qardh harus 
dilakukan di daerah tempat qardh itu disepakati. Sungguh pun 
demikian, penyelesaian akad qardh sah dilakukan di tempat 
lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakati 
demikian. 
c. Islam juga mengajarkan agar pemberian qardh oleh si muqridh 
tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus 
diberikan oleh si muqtaridh kepadanya. Misalnya, seseorang 
akan meminjamkan mobil kepada temannya asalkan ia 
dibolehkan menginap dirumah temannya tersebut. Larangan ini 
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sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh 
Ubay bin Ka‟ab, Ibnu Mas‟ud dan Ibnu Abbas: “Bahwa 
Rasulullah SAW. melarang mereka melakukan qardh yang 
mensyaratkan manfaat.” Namun jika peminjam itu memberikan 
sesuatu sebagai tanda terima kasih dan tanpa diminta, hal 
tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah. 
d. Qardh juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual 
beli. Misalnya, seorang pedagang meminjamkan sepeda motor 
kepada temannya, asalkan temannya itu berbelanja 
ditempatnya.  
2.2.3 Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan 
Sumber Qardhul Hasan disebutkan dalam Explosure Draft Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan 101 (2014): Penyajian Laporan Keuangan Syariah 
khususnya mengenai laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan pada 
paragraf ke-123a dan b. Dalam hal ini, sumber qardhul hasan berasal dari 
penerimaan infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan 
penerimaan dana non halal. Penggunaan dana qardhul hasan untuk dana 
kebajikan produktif, sumbangan dan penggunaan lain untuk kepentingan umum. 
Pelaporan Qardhul hasan disajikan tersendiri dalam laporan dan penggunaan dana 
kebajikan karena aset tersebut bukan aset bank yang bersangkutan.  
Menurut Wiroso (2011: 362) mengutip Pedoman Akuntansi Perbankan 
Syariah Indonesia (PAPSI), tentang qardh menjelaskan bahwa sumber dana 
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pinjaman qardh dapat berasal dari intern dan ekstern bank. Sumber pinjaman 
qardh yang berasal dari ekstern bank berasal dari dana hasil infaq, shadaqah dan 
sumber dana non-halal, sedangkan pinjaman qardh yang berasal dari intern bank 
adalah dari ekuitas/modal bank. Kemudian sumber ekstern bank harus dilaporkan 
dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, sedangkan sumber intern 
bank dilaporkan di neraca sebagai pinjaman qardh. 
Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013: 260) bahwa sumber dana Qardhul 
Hasan berasal dari eksternal dan internal. Sumber eksternal berasal dari dana 
qardh yang diterima oleh bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, 
infak, sedekah, dan sebagainya). Sedangkan contoh sumber dana qardh yang 
disediakan para pemilik entitas bisnis, hasil pendapatan non halal dan denda dan 
lain-lainnya. Sedangkan menurut Antonio (2013: 133) Qardhul Hasan bersumber 
dari dana umat seperti zakat, infak, dan sedekah. Disamping itu terdapat sumber 
dana lain seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas 
jaminan L/C di bank asing (Antonio, 2013: 133). 
Penggunaan dana Qardhul Hasan digunakan untuk membantu usaha yang 
sangat kecil atau membantu sektor sosial (Antonio, 2013: 133). Hasil penelitian 
Hermawan (2008) bahwa pada prakteknya penggunaan dana Qardhul Hasan 
disalurkan untuk modal usaha dan untuk biaya sekolah. Dalam hal ini kategori 
penerima bantuan tersebut merupakan masyarakat ekonomi lemah yang 
memerlukan bantuan. 
Dari penjelasan diatas bahwa sumber dan penggunaan dana Qardhul 
Hasan dipisah dari aset perbankan syariah. Karena dana Qardhul Hasan 
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digunakan untuk kepentingan sosial sehingga perlu ada pemisahan. Dan 
pelaporannya pun terpisah yang disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan 
penggunaan dana kebajikan karena aset tersebut bukan aset bank yang 
bersangkutan. 
2.2.4 Manfaat Qardhul Hasan 
Menurut Nurul dan Mohamad (2010: 64) manfaat yang didapat oleh bank 
dari transaksi qardh adalah bahwa biaya administrasi utang dibayar oleh nasabah. 
Manfaat lainnya berupa manfaat nonfinansial, yaitu kepercayaan dan loyalitas 
nasabah kepada bank tersebut. Risiko dalam qardh terhitung tinggi karena ia 
dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Manfaat akad qardh 
terhitung sangat banyak sekali di antaranya: 
a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk 
mendapat talangan jangka pendek. 
b. Qardhul hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda bank Islam dengan 
bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping 
misi komersial. 
c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan 
meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank islam. 
2.2.5 Perlakuan Akuntansi Qardhul Hasan 
Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013: 261) Pelaporan Qardhul Hasan 
disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana Qardhul Hasan 
karena dana tersebut bukan aset perusahaan. Oleh sebab itu, seluruhnya dicatat 
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dengan akun dana kebajikan dan dibuat di buku besar pembantu atas dana 
kebajikan berdasarkan jenis dana kebajikan yang diterima atau yang dikeluarkan. 
A. Bagi Pemberi Pinjaman 
1) Saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal, jurnal: 
Dr. Dana Kebajikan-Kas     
Kr. Dana Kebajikan-Infak/Sedekah/Hasil Wakaf 
2) Untuk penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan non 
halal, jurnal: 
Dr. Dana Kebajikan-Kas 
Kr. Dana Kebajikan Denda/Pendapatan Non-Halal 
3) Untuk pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana Qardhul Hasan, 
jurnal: 
Dr. Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif 
Kr. Dana Kebajikan-Kas 
4) Untuk penerimaan saat pengembalian dari pinjaman untuk Qardhul 
Hasan, jurnal: 
Dr. Dana Kebajikan-Kas 
Kr. Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif 
B. Bagi Pihak yang Meminjam 
1) Saat menerima uang pinjaman, jurnal: 





2) Saat pelunasan, jurnal: 
Dr. Utang 
Kr. Kas 
2.2.6 Alur Transaksi Pinjaman Qardh 
Gambar 2.1 
Alur Transaksi Pinjaman Qardh 
 
  
   2. MENYERAHKAN DANA QARDH 
   3. MENGEMBALIKAN DANA QARDH 
SEBESAR YANG DIPINJAM 
                                                                                                                                                                                         
sumber:Rizal Yaya, dkk (2014:163) 
Pertama, BMT atau bank melakukan evaluasi dan seleksi terhadap 
kelayakan nasabah menerima pinjaman qardh. Evaluasi dan seleksi lebih 
dilihat pada aspek kesesuaian nasabah dengan kriteria yang ditetapkan 
bagi penerima dana qardh yang bersifat sosial. Selanjutnya kedua belah 
pihak menyepakati akad qardh. 
Kedua, setelah akad qardh disepakati, BMT atau bank selanjutnya 
menyerahkan dana qardh sesuai dengan yang disepakati. 
Ketiga, nasabah melakukan pengembalian pinjaman qardh sebesar 

















2.2.7 PSAK NO 101 Perlakuan Laporan Sumber Dan Penggunan Dana 
Qardhul Hasan 
a. Pengertian Laporan Keuangan 
Menurut Veithzal dan Arviyan (2010:876) Laporan keuangan adalah 
laporan periodic yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang 
diterima secara umum tentang status keuangan dari individu, asosiasi, atau 
organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan 
perubahan ekuitas pemilik. 
Menurut Dwi (2010:123) Laporan keuangan adalah suatu penyaian 
terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas 
syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan 
informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah 
yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan. 
b. Tujuan Laporan Keuangan 
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.101, 
tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut 
posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan 
yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil 
keputusan. 




1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua 
transaksi dan kegiatan usaha 
2) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, 
serta informasi asset, kewajiban, pendapatan, dan beban tidak 
sesuai dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana 
perolehan dan penggunaannya. 
3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung 
jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan 
dana, menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak; 
dan 
4) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang 
diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syirkah temporer 
serta informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi social 
entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, 
infak, sedekah, dan wakaf. 
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan 
menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi: 
a. Asset 
b. Liabilitas 
c. Dana syirkah temporer 
d. Ekuitas 
e. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian 
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f. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam 
kapasitasnya sebagai pemilik 
g. Arus kas 
h. Dana zakat 
i. Dana kebajikan 
Informasi tersebut serta informasi lain yang terdapat dalam 
catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan 
keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya 
dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas. 
Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen berikut ini: 
a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode 
b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama 
periode 
c. Laporan perubahan ekuitas selama periode 
d. Laporan arus kas selama periode 
e. Laporan perubahan dana investasi terikat 
f. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil 
g. Laporan sumber dan dana zakat selama periode 
h. Laporan sumber dan dana kebajikan selama periode 





1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 
 Menurut Harahap (2009:107), neraca atau daftar neraca disebut juga 
laporan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi 
asset, kewajiban dan ekuitas pada saat tertentu.Neraca atau balance sheet 
adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu 
perusahaan atau asset kewajibannya atau hutang, dan hak para pemilik 
perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau ekuitas pemilik 
suatu saat tertentu. Neraca harus disusun secara sistematis sehingga dapat 
memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan. Oleh karena 
itu neraca tepatnya dinamakan statesment of financial posisition. Karena 
neraca merupakan potret atatu gambaran keadaan pada suatu saat tertentu 
maka neraca merupakan status report bukan merupakan flow report. 
 Sedangkan menurut PSAK 101 pos neraca memberi informasi tentang 
posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Unsure yang berkaitan 
secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah: 
a) Asset, adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai 
akibat dari peristiwa masalalu dan memiliki manfaat ekonomi dimasa 
depan bagi entitas syariah 
b) Kewajiban merupakan utang entitas syariah masa kini yang timbul 
akibat dari peristiwa masalalu, yang penyelesaiannya diharapakan 
mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang 
mengandung masalah ekonomi. 
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c) Dana Syirka Temporer (DST) merupakan dana yang diterima sebagai 
investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain 
yang mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan 
menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi 
berdasarkan kesepakatan. 
d) Ekuitas merupakan hak residul atas asset entitas syariah setelah 
dikurangi semua kewajiban dan dana syirka temporer 
Gambar 2.2 
Laporan Posisi Keuangan Menurut PSAK No. 101 
Bank Syariah X 
Laporan Posisi Keuangan  




ASET xxx LIABILITAS   
Kas xxx Liabilitas segera Xxx 
Penempatan pd Bank 
Indonesia xxx Bagi hasil yg blm dibagikan Xxx 
Investasi pada bank lain xxx Simpanan Xxx 
Investasi pada surat berharga xxx Simpanan dari bank lain Xxx 
Piutang: 
 
Utang:   
Murabahah xxx               Salam Xxx 
                Istishna' xxx               Istishna' Xxx 
                Ijarah xxx Liabilitas kpd bank lain Xxx 
Pembiayaan: 
 
Pembiayaan yg diterima Xxx 
Mudharabah xxx Utang pajak Xxx 
Musyarakah xxx Pinjaman subordinasi Xxx 




Aset ijarah xxx 
 
  




Piutang salam xxx DANA SYIRKAH TEMPORER   
Investasi pada entitas lain xxx Dana syirkah temporer dr bukan bank: 





                Deposito mudharabah Xxx 
  
 
Dana syirka temporer dari bank:   
  
 
                Tabungan mudharabah Xxx 
  
 












EKUITAS   
  
 
Ekuitas pemilik entitas induk Xxx 
  
 
                Modal disetor Xxx 
  
 
                Tambahan modal disetor Xxx 
  
 
                Penghasilan 
komprehensif  Xxx 
  
 
                Saldo laba Xxx 
  
 






Jumlah liabilitas,   
Jumlah asset Xxx Dana syirkah temporer, dan ekuitas Xxx 
        Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 
2. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan 
 Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana 
kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: 
a) Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan: 
a. Infak; 
b. Sedekah; 
c. Hasil pengelolaan qakaf sesuai dengan perundang-undangan 
yang berlaku; 
d. Pengembalian dana kebajikan produktif; 
e. Denda; dan 
f. Penerimaan nonhalal. 
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b) Penggunaan dana kebajikan untuk: 
a. Dana kebajikan produktif; 
b. Sumbangan; dan 
c. Penggunaan lain untuk kepentingan umum. 
c) Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan; 
d) Saldo awal dana kebajikan; dan 
e) Saldo akhir dana kebajikan 
Komponen dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan 
meliputi sumber dan penggunaan dana selama periode tertentu, serta saldo 
dan kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan 
pada tanggal tertentu. 
Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai liabilitas 
paling likuid dan diakui sebagai pengurang liabilitas ketika disalurkan. 
Bank syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana 
kebajikan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan 








Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Menurut PSAK No. 101 
BANK SYARIAH "X" 
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN  
Periode yang Berakhir pada 31 Desember 20x1 
  
      
  
SUMBER DANA KEBAJIKAN  
Infak dari bank syariah 
    
xxx 
Sedekah 
   
xxx 
Hasil Pengelolaan wakaf 
   
xxx 
Pengembalian dana kebajikan 
produktif 
   
xxx 
Denda 
   
xxx 
Pendapatan nonhalal* 
   
xxx 
Jumlah 
   
  
  
      
  
penggunaan dana kebajikan  
Dana kebajikan produktif 
   
(xxx) 
Sumbangan 
   
(xxx) 
Penggunaan lainnya untuk 
kepentingan umum 
   
(xxx) 
Jumlah 






     
  
KENAIKAN 
   
xxx 
  
      
  
SALDO AWAL 
   
xxx 
  
      
  
SALDO AKHIR    xxx 
*pendapatan nonhalal merupakan pendapatan yang tidak halal bagi entitas pelapor 
namun halal bagi pihak yang menerima penggunaannya dalam dana kebajikan. 





2.3 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 
Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang 
beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT memiliki 2 fungsi utama 
yakni baitul mal dan baitul tamwiil. Ada beberapa pendapat tentang pengertian 
baitul mal wa tamwil Soemitra (2009:451) berpendapat bahwa baitul mal (rumah 
harta) menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan 
distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya, sedangkan baitul tamwiil 
(rumah pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha 
produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro 
dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang 
pembiayaan kegiatan ekonomi.  
Sudarsono (2008:103) berpendapat bahwa baitul mal lebih mengarah pada 
usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, 
infaq, dan shodaqoh sedangkan baitul tamwiil sebagai usaha pengumpulan dan 
penyaluran dana komersial. Definisi BMT menurut operasional Pusat Inkubasi 
Bisnis Usaha Kecil (PINBUK, t.t:2) dalam peraturan dasar yakni “Baitul mal wa 
tamwil adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil, yang berupaya 
mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 
kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil berdasarkan prinsip syariah 
dan prinsip koperasi.”Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga ekonomi atau 
keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal, disebut informal karena 
lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan 
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lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya (A. Djajuli 
dan Yadi Janwari, 2002:17).  
Prinsip-prinsip Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah: 
a) Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan 
prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam kedalam kehidupan nyata. 
b) Keterpaduan (kaffah) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan 
dan menggerakan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, 
dan berakhlak mulia. 
Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga usaha mikro yang 
berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah sudah semestinya menggunakan 
proses akuntansi yang berlandaskan prinsip syariah. Pemberlakuan PSAK 
seharusnya menjadi acuan praktek akuntansi bagi lembaga keuangan islam baik 
bank maupun non bank di Indonesia. Dengan demikian Baitul Mal wa Tamwil 
(BMT) sebagai lembaga keuangan non bank dalam menyusun laporan keuangan 
mengacu pada ketentuan akuntansi syariah. 
2.3.1 Fungsi dan Peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) 
Menurut Huda dan haykal (2010:364) dalam rangka mencapai tujuan, 
Baitul Mal wa Tamwil (BMT) berfungsi dan berperan diantara sebagai berikut: 
a) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi 
lebih profesional dan amanah untuk menghadapi tantangan global. 
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b) Menegosiasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh 
masyarakat dapat bermanfaat secara optimal didalam dan diluar 
organisasi untuk kepentingan rakyat. 
c) Menjadi perantara keuangan yaitu sebagai shohibul maal dan kaum  
dhuafa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, 
infaq, sedekah, wakaf dan hibah. 
d) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-
produk anggota. 
2.4 Pandangan Islam Terhadap Pembiayaan Qardhul Hasan  
Dari sudut tinjauan yang sama, qardh berarti memotong. Dikatakan 
demikian karena harta tersebut benar-benar dipotong apabila diberikan kepada 
peminjam. Berdasarkan hadis Nabi SAW, pemberian pendahuluan pinjaman 
dengan cara qardh lebih berkenaan bagi Allah daripada memberi sedekah. Ini 
merupakan keterangan sah yang tidak perlu diragukan lagi, dan merupakan 
sunnah Nabi SAW dan ijma ulama. 
Sebagaimana dalam Al-Qur‟an telah dijelaskan diantaranya Q.S Al-
Baqarah ayat 245  
                                       
        
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Artinya : siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 
baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat 
gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah 
menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. 
 “Dari Abi Hurairah r.a. Sesungguhnya rasulullah SAW telah bersabda: 
Barangsiapa yang melepaskan dari saudaranya yang beriman satu kesusahan 
dari kesusahan-kesusahan dunia Allah lepaskan daripadanya satu kesusahan dari 
kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan barangsiapa telah membantu terhadap 
satu kesulitan Allah akan membantunya di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa 
yang menutupi kekurangan seseorang yang muslim Allah akan menutupi 
kekurangannya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah selalu membantu 
seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya. Dan barangsiapa 
yang menjalani sebuah jalan untuk mencari ilmu pengetahuan Allah mudahkan 
untuknya dengan ilmu pengetahuan itu jalan ke surga. Dan tidaklah berkumpul 
suatu kaum dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah ta‟ala mereka membaca 
kitab Allah dan mereka pelajari dan mengajarkannya diantara mereka pasti 
diturunkan kepada mereka sakinah (ketentraman). Dan mereka diliputi rahmat 
dan pada malaikat merendahkan sayapnya pada mereka dan Allah senantiasa 
menyebut-nyebut mereka kepada makhluk yang ada disisinya. Dan barang siapa 
yang menunda-nunda amal baiknya tidak akan disegerakan Allah memberikan 
bahagiannya.” (Hadis Riwayat Muslim). 
Abu Rafi menceritakan bahwa Nabi SAW telah meminjam seekor unta 
muda, apabila unta lain diberikan kepadanya, Abu Rafi meminta menyerahkan 
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unta yang sama atau gantinya kepada orang yang meminjamkan unta tersebut. 
Abu Rafi memberikan unta yang baik tadi sebagai ganti unta yang dipinjamnya; 
mereka yang baik ialah mereka yang membayar utang dengan apa yang lebih baik. 
Keterangan yang dipaparkan diatas menunjukkan bahwa pinjaman 
berdasarkan hukum islam harus mengikuti semua perkara yang berharga. Hidup 
didunia ini sebenarnya tidak dapat menghindari persoalan pinjam-meminjam yang 
dihalalkan tentu Nabi SAW tidak membuat contoh sebagai seorang peminjam. 
Tetapi harus diingat bahwa pinjaman yang dikenakan bayaran lebih adalah tetap 
haram karena itu menyerupai riba. 
Nabi SAW bersabda, apabila pinjaman selesai diberi pendahuluan, 
pemiutang haruslah menghindari diri untuk menerima pemberian berupa hadiah 
dari pinjaman, melainkan pertukaran hadiah seperti itu haruslah dilakukan 
peminjam dan pemberi pinjaman sebelum pendahuluan pinjaman itu terjadi. 
Pembayaran utang dengan barang yang kualitasnya lebih baik mungkin 
dibenarkan jika tidak ditentukan sewaktu perjanjian pinjaman itu dibuat. 
Mazhab Maliki mengemukakan bahwa Qardh merupakan pinjaman atas 
benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan, dan bukan 
merupakan bantuan (ariyah) atau pemberian (hibah), tetapi harus dikembalikan 
seperti bentuk yang dipinjamkan. Kesimpulannya, bahwa qardh merupakan suatu 
jenis pinjaman pendahuluan untuk kepentingan peminjam. Ini meliputi semua 
bentuk barang yang bernilai dan bayarannya juga sama dengan apa yang 
dipinjamkan. Peminjam tidak mendapatkan nilai yang berlebih karena itu akan 
merupakan riba yang dilarang keras. 
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2.5 Penelitian Terdahulu 
Penelitian tentang Qardhul Hasan sebelumnya sudah banyak diteliti untuk 
penelitian skripsi, tesis atau pun dalam bentuk jurnal. Adapun bahan rujukan 
untuk mendukung kevalidan dalam skripsi ini, maka terdapat beberapa karya yang 
terkait dengan penelitian ini antara lain: 
 
Tabel 2.1 
Ringkasan Penelitian Terdahulu 





Hasan Dan Perlakuan 
Akuntansinya 
Berdasarkan PSAK 
Syariah  (Studi Pada 




 Tujuan Penelitian: 
Untuk mengetahui efektivitas 
pelaksanaan pembiayaan Qardhul 
Hasan dan mendeskripsikan 
penerapan akuntansinya 
berdasarkan PSAK Syariah. 
 Hasil Penelitian: 
pembiayaan Qardhul Hasan di eL-
Zawa selama tahun 2012 dan 2013 
telah mencapai tujuan yang 
ditetapkan dalam Program Kerja 
yang disusun berdasarkan hasil 
Rapat Kerja pihak eL-Zawa. 
Pelaksanannya juga sudah dinilai 
telah efektif. Tetapi, perlakuan 
akuntansinya belum sepenuhnya 
sesuai dengan PSAK syariah baik 
dalam penyajian,pengungkapan 








Qardh dan Qardhul 
Hasan Pada Bank BRI 
Syariah Cabang 
Yogyakarta 
 Tujuan Penelitian: 
Untuk menganalisa sumber dana 
qardh dan qardhul hasan pada 
Bank BRI Syariah Cabang 
Yogyakarta 
 Hasil Penelitian: 
Sumber dana qardhul hasan pada 
Bank BRI Syariah Yogyakarta 
hanya berasal dari denda nasabah 
dan pendapatan non halal. Dan 
penggunaan dana qardhul hasan 
tersebut digunakan untuk modal 
usaha dan untuk biaya sekolah. 




Dana Qardhul Hasan 
Pada Lembaga Amil 
Zakat (Studi Kasus 
Interpretive Pada 
Yayasan Dana Sosial 
Al Falah Cabang 
Jember) 
 Tujuan penelitian: 
Untuk mengetahui dan 
menganalisis secara mendalam 
pengelolaan dana, manfaat serta 
hambatan dalam melakukan proses 
pengelolaan dana qardhul hasan. 
 Hasil Penelitian: 
Menunjukkan bahwa Yayasan 
Dana Sosial Al Falah Cabang 
Jember telah melakukan 
pengelolaan dana qardhul hasan 
dengan baik sesuai dengan aturan 
syariah dan perundang-undangan 
yang berlaku. Akan tetapi 
pengawasannya belum berjalan 




4 M. Imam 
Purwadi 
(2011) 





dan Manfaat bagi 
Pemberdayaan 
Mayarakat 
 Tujuan Penelitian: 
Untuk mengetahui prinsip dan 
manfaat Qardh al-hasan bagi 
pemberdayaan masyarakat. 
 Hasil Penelitian: 
Qardh al-hasan merupakan produk 
perbankan syariah yang mengacu 
pada prinsip meminjam. Dan 
tujuan Qardh al-hasan diharapkan 
dapat membantu pemberdayaan 
masyarakat ekonomi lemah dalam 










A Cade Study on the 
implementation of 
Qardhul Hasan 
Concept as as 
Financing Product in 
Islamic Banks in 
Malaysia  
 Tujuan Penelitian: 
Untuk mempelajari konsep 
implementasi Qardhu Hasan pada 
Bank Syariah di Malaysia 
 Hasil Penelitian: 
Penelitian ini mengungkapkan 
bahwa pembiayaan Qardhul Hasan 







Qardhul Hasan (Studi 





  Tujuan Penelitian: 
Untuk perbaikan implementasi 
pembiayaan Qardhul Hasan dalam 
perbankan syariah 
 Hasil Penelitian: 
Manajemen POAC untuk 
pembiayaan Qardhul Hasan di 
BPRS Metro Madani masih ada 
46 
 
yang kurang sesuai dalam 
implementasinya. Karena 
pelaksanaannya yang kurang sesuai 
dengan khasanah teori qardhul 
hasan, diantaranya pembiayaannya 
ini menggunakan jaminan, 
memakai orang yang 
mempertanggung jawabkan, selain 
itu penerimaan pembiayaan 
qardhul hasan juga hanya pada dua 
kategori, yaitu orang yang sakit 
dan Gharim (orang yang terlilit 
hutang). 
Sumber: diolah 
Motivasi peneliti melakukan penelitian ini adalah karena Qardhul Hasan 
merupakan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa 
imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman 
secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Qardhul Hasan pada 
saat ini merupakan salah satu kunci untuk memperbaiki laju perekonomian bagi 
para pengusaha kecil dan menengah karena Qardhul Hasan merupakan dana 
kebajikan yang memang dikhususkan bagi rakyat kecil dalam mengubah 
perekonomian.  
Hasil penelitian Hermawan (2008) menyatakan bahwa pada prakteknya 
penggunaan dana Qardhul Hasan disalurkan untuk modal usaha dan untuk biaya 
sekolah. Dalam hal ini kategori yang dapat menerima bantuan tersebut merupakan 
masyarakat ekonomi lemah yang memerlukan bantuan. 
